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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN, NILAI DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun
2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
disusun perubahan Peraturan Bupati tentang Evaluasi
Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin;

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan dan
pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu
ditetapkan Nilai dan Kelas Jabatan (Job Value and Job Class)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai
dengan hasil Evaluasi Jabatan;

bahwa penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang sesuai dengan
hasil Evaluasi Jabatan seperti tersebut pada huruf b di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi
Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1781);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
Dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan;



Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah berapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Tahun 2020 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Nomor 56 Taun 2019 tentang Hasil
Evaluasi Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG HASIL
EVALUASI JABATAN, NILAI DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum
dalam Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019
tentang Hasil Evaluasi Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Tahun 56),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4.A
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Jabatan, Nilai dan Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 4.A) diubah sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal S5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

